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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dipaparkan pada 

pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk wanprestasi dalam akad istisna’ persfektif Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah yaitu pertama, bentuk wanprestasi dalam KUHPerdata 

yang dilakukan oleh produsen seperti tidak melaksanakan prestasi 

(kewajibannya) sama sekali (Pasal 1238), produsen tidak menyerahkan 

barang sesuai spesisifikasi atau barang yang diserahkan cacat yang tidak 

sesuai pesanan (Pasal 1238), melaksanakan prestasi  tetapi tidak sesuai 

dengan perjanjian (Pasal 1244), melaksanakan pretasi tetapi terlambat 

atau tidak tepat waktu (Pasal 1278 dan 1239), melakukan sesuatu yang 

dilarang menurut perjanjian (Pasal 1267), kualitas produk tidak 

memenuhi standar, produsen membatalkan sepihak setelah menerima 

uang muka. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pemesan 

diantaranya tidak membayar sesuai perjanjian, menunda-nunda 

pembayaran, menolak menerima barang yang telah diproduksi, dan 

pembatalan sepihak. Bentuk wanprestasi menurut Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah ada pada Pasal 36 dan 37 KHES, dan bentuk wanprestasi 

akad istisna’ itu tergantung sifat akadnya, jika akadnya ghairu lazim (tidak 

megikat) maka tidak bisa dikatakan wanprestasi tetapi jika akadnya lazim 

(megikat) maka jika terjadi pelanggaran yang merugikan pihak lain itu 

dianggap tindakan wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh 

pegembang perumahan syariah adalah tidak menyelesaikan pembagunan 

rumah, tidak tepat waktu menyerahkan rumah kepada ketiga konsumen, 

megabaikan keberatan dari ketiga konsumen serta tidak dapat melunasi 

pembayaran megembalikan dana dari ketiga konsumen. 

2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi dalam 

akad istisna’, hakim bisa menggunakan Pasal 38 Kompilasi Hukum 
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Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa pihak dalam akad yang melakukan 

ingkar janji atau wanprestasi dapat dijatuhi sanksi membayar ganti rugi, 

pembatalan akad, peralihan risiko, denda dan membayar biaya perkara. 

Tuntutan ganti rugi (Ta’widh dhaman) baik yang disebabkan oleh adanya 

wanpretasi ataupun karena adanya perbuatan melawan hukum. Acuan 

untuk mengadili ganti rugi ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 Pasal 19 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dan 

Fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai 

wanprestasi dalam akad istisna’ perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah, penulis ingin memberikan saran diantaranya adalah:  

1.  Kepada para pihak dalam bertransaksi baik produsen maupun konsumen  

seharusnya menjalanakan kewajibannnya dalam bertransaksi. Para pihak 

harus menyadari masing-masing dari pada tanggung jawabnya, mematuhi 

peraturan perundang-undagan yang berlaku dan melaksanakan 

kewajibannya masing-masing tanpa adanya kecurangan yang bisa 

menimbulkan tindakan wanprestasi dalam melaksanakan transaksi, 

sehingga salah satu pihak tidak ada yang dirugikan pada perjanjian atau 

transaksi yang dilakukan tersebut terutatama dalam akad istisna’ yang 

transaksi jual beinya dilakukan dalam bentuk sistim pemesanan. 

2. Bagi Pengadilan Agama ketika mendapat gugatan sengketa ekonomi harus 

berpedoman pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  mengenai tuntutan 

ganti rugi (Ta’widh daman) baik yang disebabkan oleh adanya wanpretasi 

ataupun karena adanya perbuatan melawan hukum. Acuan untuk 

mengadili ganti rugi ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Pasal 19 jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 dan Fatwa 

DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004. Pertimbangkan utamanya juga harus 

pada pasal-pasal Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 36-39 KHES.   
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